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Angsuran Pembayaran Pajak dengan: 
a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan s1sa masa

angsuran; dan
b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ a tau pemberian imbalan
bunga tidak mencukupi melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap
berkewajiban • melunasi sisa utang pajak terse but paling lama sesuai dengan
jangka waktu penundaan. Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka;ipaten Balangan. 

Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 10 Februari 2014 
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LAMPIRAN PERATU/N BUPATI BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 9 TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, AN GS URAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN 

PEMBAYA�N PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

A. DESKRIPSIProsedur operasi ini menguraikan tata cara pengangsuran atau penundaanpembayaran PBB-P2, yang dapat dilakukan dalam ha! Wajib Pajakmengalami kesulitan keuangan, kesulitan likuiditas, atau mengalamikeadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampumemenuhi kewajiban membayar PBB-P2 pada waktunya.
B. PROSEDUR KERJA1. Wajib Pajak/kuasanya mengajukan surat permohonan, pengangsuranatau Penundaan Pembayaran PBB-P2 ke Dinas objek pajak terdaftarmelalui Petugas Pelayanan PBB-P2.2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pengangsuran ataupenundaan pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapanpersyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dikembalikankepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonansudah lengkap, akan dicetak Bukti Penerima Surat (BPS) dan lembarPengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib Pajak sedang LPADakan digabung dengan berkas permohonan, dan meneruskan keKoordinator Penetapan dan Pelayanan.3. Seksi Penetapan dan Pelayanan menerima berkas permohonan WaibPajak, kemudian menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitianpersyaratan atas permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2 dariWajib Pajak.4. Pelaksana meneliti kelengkapan persyaratan dengan mengisi LembarPenelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP), dan kemudianmenyerahkan lembar tersebut kepada Seksi Penetapan dan Pelayanan.5. Atas dasar LHP tersebut, Kepala Bidang PBB menugaskan SeksiPenetapan dan Pelayanan untuka. menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohopan dandisampaikan ke Wajib Pajak; atau




